KEMEN

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL

ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

TERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 00/2737095

D Pembetulan Ke a Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

[o]

|- ]2]

TAHUN PEROLEHAN

[2f0]2]5]

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

PEREMPUAN

A1 NPWP  : 703198325529000 A5 NAMAJABATAN  : Pelaksana
A2 NIP/NRP : 199512102025051002 A6 JENISKELAMIN : [] LAKI-LAKI [
A3 NAMA  : TRIANDHIYO AFANDHI
A4 PANGKAT/ : ll/a/Penata Muda Al HIK bl lOReshiant

GOL A8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN

JUMLAH (Rp)

KODE OBJEK PAJAK : [] 21-100-01 D 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO

GAJI POKOK / PENSIUN

15.599.9:

TUNJANGAN ISTRI

1.559.9¢

TUNJANGAN ANAK

311.9¢

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL

TUNJANGAN BERAS

1.520.82

TUNJANGAN LAIN-LAIN

1.295.47

PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI

19.500.67

oo ~Njolalaleb s

JUMLAH PENGHASILAN BRUTC (1S.D.8)

39.788.8¢

PENGU

RANG

10.

BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN

1.989.44

1.

TURAN PENSIUN ATAU IURAN THT

829.91

12.

ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA

13.

JUMLAH PENGURANGAN (10 5.D. 12)

2.819.3¢

PENGH

ITUNGAN PPh PASAL 21

14.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-13)

36.969.5:

15,

PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBEL UMNYA ATALl DARI PEMBER! KERJA YANG MEMBAYAR GAJ POKOK

16.

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)

36.969.5:

17.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

63.000.0(

18.

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (18-17)

19.

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

20.

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBER! KERJA YANG
MEMBAYAR GAJI POKO

21.

PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBE&UMMYA ATALI DITANGGUNG
PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG ERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKO

22.

PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)

23,

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASH PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR

23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG

23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

T 24,

PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR

24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG

24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

C. PEGAWAI TERSEBUT  C.01[_] DIPINDAHKAN coz[ ] pnpanan  co3[ ] BARU coa[ ] PENSIUN
D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D1 NPWP Instansi Pemerintah - 000148965017000

D.2  Nama Instansi Pemerintah - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
D3 1D Sub Unit Grganisasi ’ 451005

: B e[ T2 m[ 20 2 5 m
D5  NAMA PENANDATANGAN - Denny Hariman Ritonga. S.So0s

D6  Pernyataan Wajib Pajak

elekironik

fidak diperlukan fanda tangan basah

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukli Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara

Sesuai dengan keteniuan yang berlaku Direkiorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini felah ditandatangani secara elekironik sehingga

1.1.1.32.49



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak

1 ayanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ¢

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE}

Nomor BPE - BPE-38833IC TIKPP.3209/2028

anggal . 26 Februari 2026

NPWP - 3303021012950001
Waijib Pajak - TRIANDHIYO AFANDHI
Jenis SPT - SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak - 2025
Masa Pajak - Januari - Desember 2025

- Mommal

. Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT - 26 Februari 2026




